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Pasal |

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014
tentang Larangan Pengeluaran lkan Hiu Koboi {Carcha-
rhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp) dari
Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah
Negara Republik Indonesia {Berita Negara Republik In-
donesia Tahun 2014 Nomaor 1900) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Peri-
kanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan
Pengeluaran lkan Hiu Koboi (Carcharhinus longima-
nus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp} dari Wilayah Negara
Repubiik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1827) diubah, sehingga Pasal 3 berbu-
nyi sebagai berikut:

Pasal 3 :

Larangan pengeluaran lkan Hiu Koboi (Car-
charhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp)
serta produk olahannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember
2017.

Pasal |l
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.
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PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI DAERAH

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.1
Nomor 51/PERMEN-KP/2016, tanggal 14 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas
pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang
kelautan dan perikanan di daerah, perlu mengin-
tegrasikanpengarusutamaan gender antara pusat
dan daerah melalui pemetaan pelaksanaan penga-
rusutamaan gender;

b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pengaru-
sutamaan gender antara pusat dan daerah, perlu

pedoman pemetaan pelaksanaan pengarusuta-
maan gender bidang kelautan dan perikanan di
daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-
tapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Penga-
rusutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikan-
an di Daerah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan

Business Mews 83531034087




Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi-
onal Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomaor 3);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Kelautan dan Perikanan {Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 111};

5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014
tentang Pembentukan Kementerian dan Pengang-
katan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun
2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri
Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pen-
garusutamaan Gender di Daerah;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
4/PERMEN-KP/2014 tentang Panduan Perenca-
naan dan Penganggaran Responsif Gender Ke-
menterian Kelautan dan Perikanan {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1227):

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strat-
egis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019 (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2015 Nomor 1328}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan
Perikanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PEMETAAN PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG KELAUTAN
DAN PERIKANAN DI DAERAH,

Pasal 1
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengaru-
sutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di
Daerah merupakan acuan bagi Kementerian Kelautan
dan Perikanan dalam melaksanakan program/kegiatan
responsif gender bidang kelautan dan perikanan di
daerah. '

Pasal 2
Pedoman Pemetaan Pelaksanaan Pengaru-
sutamaan Gender Bidang Kelautan dan Perikanan di
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercan-
tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 .

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan.di Jakarta
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REPUBLIK INDONES!IA,
\ ttd.
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 20186
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1929

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

{ BN ) i

Buwingss News 89534113017




